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BAB III

SEJARAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
A. Latar Belakang Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera
1. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sebuah gerakan pemikiran dan politik tidak akan hadir dari sebuah ruangan yang hampa, setiap gerakan pemikiran dan politik pasti mempunyai sejarah tersendiri. Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) merupakan suatu fenomena yang unik dan sangat menarik dalam kancah perpolitikan Indonesia. PKS berdiri bukan saja karena respon dari politik lokal dengan bergulirnya reformasi. PKS juga mengambil inspirasi dari politik global yaitu sebuah gerakan di daerah Mesir yang dibawa oleh Hasan Al-Banna yang bernama Ikhwanul Muslimin.

Dalam hal berdirinya PKS, tidak terlepas dari maraknya gerakan ke-Islaman yang berideologi transnasional. Gerakan ini kemudian bermetamorfrosis menjadi gerakan atau organisasi ke-Islaman di era pra-kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Beberapa gerakan tersebut adalah seperti Serikat Islam (SI) 1911, Persatuan Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Islam Indonesia (PII) 1938, Muhammadiyah (1912) dan Nahdatul Ulama (NU) 1926. Pada akhirnya gerakan ini menjelma menjadi sebuah gerakan perlawanan politik terhadap penjajahan Belanda, Portugis dan Jepang. Hal ini merupakan hakikat dan fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Memang harus diakui bahwa dalam masalah agama dunia Arab sebagai tempat lahirnya agama Islam, selalu menjadi referensi otoritas keagamaan bagi ummat pemeluknya.
 Kontak antara Indonesia dan Timur Tengah telah terjalin selama berabad-abad dan hubungan itu terus mengalami peningkatan dari masa ke masa. Khusus dalam masalah keagamaan, kontak yang agak intens dimulai pada abad 17 dan 18. Kontak ini dimulai dari wilayah Nusantara. Dari komunitas ini lahir ulama-ulama besar seperti Nuruddin al-Raniry,
 Syekh Yusuf al-Makkasari, Syekh Abdurrauf al-Singkili,
 Abdus-Samad al-Palimbani
 dan Muhammad Arsyad al-Palimbani. Ulama inilah yang kemudian membawa tradisi intelektual keagamaan ke Nusantara.

Demikian halnya gerakan tarbiyah yang menjadi tulang punggung PKS.  PKS menjadikan Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai model dan inspirasi gerakan. Model ini cukup efektif dalam memasukkan energi baru bagi dinamika Islam dan politik Indonesia, sangat singkron dengan alur sejarah. PKS mengambil inspirasi dari luar negeri namun tidak bisa disamakan dengan Ikhwanul Muslimin seutuhnya. Pengaruh internasional memiliki signifikansi yang sangat besar bagi dinamika PKS, tapi tidak melemahkan kenyataan sosial, budaya dan politik lokal Indonesia yang plural dimana PKS tumbuh.

Gerakan tarbiyah melakukan aktivitas di tengah masyarakat dengan berbasiskan mesjid-mesjid. Awal mula pergerakan PKS dimulai dari mesjid kampus sebagaimana awal pendiriannya. Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB)
 dan Masjid Al Falah di Institut Pertanian Bogor (IPB)
 adalah cikal bakal gerakan tarbiyah yang berlangsung di Indonesia.

Para alumni Timur Tengah era 1980-an kembali ke Indonesia. Mereka  menghidupkan dakwah yang terbengkalai karena tekanan rezim orde baru. Para tokoh yang menggerakkan dakwah ini pada akhirnya banyak diantara mereka yang dikemudian hari menjadi pengurus PKS. Walaupun demikian, mereka bukanlah satu-satunya orang yang berinteraksi dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Jauh sebelum gerakan Tarbiyah memulai dakwahnya, banyak alumni Timur Tengah yang sudah melakukan kontak dengan para aktivis Ikhwanul Muslimin. Hanya saja mereka ini tidak tertarik untuk mengembangkannya di Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut adalah seperti M. Natsir, Rasyidi, Agus Salim dan Kahar Muzakir.

Ditinjau dalam perspektif sejarah, gerakan tarbiyah memiliki pengaruh yang agak kuat di masyarakat sejak tahun 1990-an. Sejak keterlibatan alumni-alumni dari Timur Tengah banyak perubahan-perubahan metode, materi dan nama atas identitas gerakan tarbiyah. Pada tahun itu juga dapat dikatakan bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap gerakan dakwah meliputi keseluruhan aspek, mulai dari nilai doktrin yang dikembangkan sampai pada pengorganisasian. 

Pengaruh yang kuat ini diawali dengan penerjemahan buku-buku para tokoh Ikwanul Muslimin  oleh alumni Timur Tengah sendiri. Buku-buku yang diterjemahkan menjadi referensi utama bagi aktifis dakwah kampus. Momentum ini merupakan sebagai awal transmisi pemikiran Ikhwanul Muslimin  ke Indonesia.  Melalui para alumni Timur Tengah, mereka berinteraksi langsung dengan pemikiran-pemikiran Ikwanul Muslimin di tempat kelahiran dan perkembangannya. Proses inilah yang kemudian memberikan kontribusi yang cukup besar kepada watak, materi dan metode gerakan tarbiyah di kampus atau perguruan tinggi.

Selain dari penerjemahan buku, para alumni Timur Tengah juga sering diundang ke forum-forum pengajian mahasiswa. Dalam kesempatan itu mereka mengenalkan sebuah ide, gagasan, semangat dan ideologi Ikhwanul Muslimin, termasuk juga metode pergerakan yang dipakai oleh Ikhwanul Muslimin.
 
Posisi para alumni Timur Tengah menjadi sangat penting dalam proses transfer pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Peran ini tidak hanya berlangsung saat awal perkembangan gerakan tarbiyah saja, tetapi perkembangan tersebut terus meningkat sampai saat ini.

Gerakan tarbiyah yang bermula dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Mesjid Salman Institut ITB, di ikuti oleh mahasiswa yang berada disekitar Bandung, selain itu juga diikuti oleh mahasiswa dari kota-kota lain. Kader yang dibina melalui LMD di aula Mesjid Salman  bukan hanya dari ITB tetapi juga dari berbagai universitas umum lainnya, seperti Universitas Indonesia (UI),
 Universitas Gadjah Mada (UGM),
 Institut Pertanian Bogor (IPB)
 dan lain-lain. 

Perkembangan gerakan terbiyah semakin cepat meluas setelah keikutsertaan para alumnus Timur Tengah. Mereka memberikan tenaga dan semangat baru, serta menyumbangkan berbagai pemikiran dalam kegiatan dakwah tarbiyah. Selain menterjemahkan buku-buku Ikhwanul Muslimin, mereka juga aktif membina kelompok tarbiyah. Para aktivis generasi awal lebih berperan membangun jaringan keperguruan tinggi. Untuk para alumni dari Timur Tengah berperan menjadi murabbi yang mengisi ceramah dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan. 

Dalam jaringan dakwah kampus, perkembangan anggota dan penyebarannya menunjukkan tingkat akselerasi yang sangat cepat. Sejak tahun 1988 jaringan ini telah membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK)
 dan melakukan pertemuan setiap tahun. Pada tahun 2002 jaringan ini telah menyebar ke ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebagian besar perguruan tinggi yang sudah ada para aktivis dakwah tersebut mempunyai posisi yang penting dalam organisasi intra kampus. Pada tahun 1998 itu juga dalam merespon perkembangan politik Indonesia, mereka kemudian membentuk organisasi formal yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
 Setelah itu pada bulan Agustus 1998 mereka membentuk partai politik yang bernama PK.

Walaupun PK berdiri dilatar belakangi oleh gerakan Tarbiyah, secara filosofis PK berdiri dikarenakan:

1. Integritas Islam

Para pendiri dan pendukung PK meyakini bahwa ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang luas melingkupi seluruh bidang kehidupan manusia. Islam bukanlah sebauh agama yang sempit yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan yang menciptakannya, tetapi lebih dari itu agama Islam merupakan sebuah ajaran yang meliputi aturan dan cara berhubungan antara sesama manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, seorang yang beragama Islam tidak boleh mencukupkan dirinya dengan mengamalkan sebagian saja dari ajaran agama Islam dan mengabaikan sebagian ajaran yang lainnya.

2. Pentahapan Dakwah

Para pendiri, aktifis dan pendukung baik itu yang bersifat simpatisan PK meyakini bahwa cita-cita dakwah Agama Islam memiliki jalan yang sangat panjang dan harus dilalui bertahap. 

3. Keterbukaan Dakwah

Para pendiri, aktifis dan pendukung baik itu yang bersifat simpatisan PK meyakini bahwa prinsip orisinal adalah dilakukan dengan cara yang sangat terbuka. Kerana apabila dalam berdakwah sesuatu dirahasiakan bukanlah sebuah fenomena yang asasi dan konstan.
 

Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa, pertama, PK adalah partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim yang berangkat dari kader yang sudah ada, baik itu kader yang merupakan dari alumnus Timur Tengah dan alumnus dari dalam negeri sendiri. Kedua, aktifis yang mendirikan partai kebanyakan berasal dari kalangan intelektual kampus, terutama para aktivis dan mantan aktivis mahasiswa baik dari kalangan luar negeri maupun dari kalangan dalam negeri sendiri.
2. Deklarasi Partai Keadilan (PK)

Pada hari minggu, 09 Agustus 1998 di deklarasikanlah
 Partai Keadilan  yang pada waktu itu ketuanya di pimpin oleh Hidayat Nur Wahid dan sekretaris H. Lutfi Hasan Ishaq. Pada awalnya sidang permusyawaratan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dikukuhkanlah beberapa orang tokoh gerakan tarbiyah sebagai dewan pendiri PK yaitu:
	Dr. Salim Segaf al-Jufri, MA.

Dr. Mulyanto

Dr. Ir. H. Nurmahmudi Ismail, MSc

Drs. Abu Ridho, A.S

H. Mutamimul Ula, SH

K. H. Abdul Hasib, Lc

Fahri Hamzah, SH

Dr. Daud Rasyid Sitorus, MA

Drs. H. Mukhlis Abdi

Dr. Agus Nurhadi

Igo Ilham, Ak

Chin Khun Min (al-Hafisz)

Drs. Arifinto

Nursanita Nasution, SE., MS

H. Rahmat Abdullah

Dr. H. Ahmad Satori Ismail

Ir. H. Untung Wahono

Mashadi

H. Maddu Mallu SE., MBA

H. Muhammad Nasir Zein, MA

K. H. Acep Abdul Syukur

Dr. Ahzami Sami’un Jazuli, MA

K. H. Yusuf Supendi, Lc

Hj. Yoyoh Yusroh

H. Muhammad Anis Matta, Lc
	Drs. H. Suharna S.MT

H. Muhammad Ihsan Arlansyah Tanjung

Syamsul Balda SE., MM

H. Habib Aboe Bakar al-Habsyi

Sunmanjaya Rukmandis

Ahmad Heriawan, Lc

Drs. Erlangga Mardiana, Msi

Didik Ahmadi, Ak,. M.Com

Ir. H. Suswono

Ahmad Zainuddin, Lc

K. H. Abdul Roqib, Lc

H. Abdullah Said Baharnus

H. Ahmad Hatta, MA

H. Makmur Hasanuddin, MA

Dra. Hj. Siti Zainab, SE,. Ak. MM

Dra. Sri Utami

Nurmasyah Lubis SE., Ak., MM

dr. H. Naharus Suhur

Drs. Muhroni

H. Aus Hidayat

Ir. H. Tifatul Sembiring

Drs. Muzammil Yusuf

H. M. Tizar Zein

H. Fahmi Alaydrus, S.Psi




Partai ini berhasil mengikuti Pemilihan Umum (PEMILU)
 dan menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,4% dari keseluruhan jumlah suara dan menempatkan tujuh wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 Adapun tujuh anggota DPR yang terpilih itu adalah sebagai berikut.

· Irwan Prayitno

· Muatammimul Ula

· Mashadi

· Sukmanjaya Rukmandis

· Abdul Roqib

· Zirlirosa Jamil

· Nurmahmudi Ismail

Hasil ini tidak besar, menurut media kompas  yang dikutip oleh Dahyul Daipon tanggal 20 Mei 2000 menilai PK adalah partai pemenang PEMILU  tahun 1999. Ini bukan karena jumlah suara yang diraih melainkan karena prestasi yang dicatat dibandingkan partai lain yang memiliki akar historis yang panjang, dan didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang tangguh dan didukung dana yang kuat. Sehingga Sri Sultan Hamengku Buono X mengatakan bahwa PK adalah partai pemenang PEMILU 1999 jika yang mengikuti hanya partai baru saja.

Walaupun demikian, hasil ini membaut PK terhalang dengan ketentuan Undang-Undang PEMILU tentang electoral threshold yang megakibatkan PK secara otomatis tidak bisa menjadi partai peserta PEMILU untuk lima tahun kedepan. Karena dalam undang-undang  UU No 3 Tahun 1999, yaitu pada pasal 39 ayat (3) dan (4). Sesuai undang-undang PEMILU hasil pembahasan badan legislatif prareformasi itu, partai politik yang tidak mencapai dua persen dari jumlah kursi DPR atau tiga persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat (DPRD) I
 atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat (DPRD) II
 tidak boleh ikut dalam PEMILU berikutnya, kecuali bila bergabung dengan partai lain.

3. Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dengan adanya Undang-Undang PEMILU tentang electoral threshold yang megakibatkan PK secara otomatis tidak bisa menjadi partai peserta PEMILU untuk lima tahun kedepan. Dalam undang-undang  UU No 3 Tahun 1999, yaitu pada pasal 39 ayat (3) dan (4). Partai politik yang tidak mencapai dua persen dari jumlah kursi DPR atau tiga persen kursi DPRD tingkat I atau DPRD tingkat II tidak boleh ikut dalam PEMILU berikutnya, kecuali bila bergabung dengan partai lain. 

Mengacu pada ketentuan itu, hanya enam partai yang meraih kursi di DPR lebih dari 10, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
 Partai Golongan Karya (P. Golkar),
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
 Partai Amanat Nasional (PAN),
 dan Partai Bulan Bintang (PBB).
 Partai terakhir ini meski memperoleh 13 kursi jumlah pemilihnya tidak mencapai dua persen. Sehingga dengan demikian PK terhalang untuk mengikuti PEMILU pada tahun 2004 kecuali menggabungkan diri dengan partai lain.

Dengan adanya hal demikian, pada tanggal 17 April tahun 2003 pada Musyawarah Nasional Istimewa PK, PK dengan PKS resmi di gabungkan. Penggabungan kedua partai ini di deklarasikan
 pada tanggal 20 April tahun 2003 di lapangan monas Jakarta dan dihadiri sekitar 300.000 orang. Hal ini dimaksudkan supaya PK dapat kembali untuk mengikuti  PEMILU pada tahun 2004. Adapun dewan pendiri partai pada waktu itu ditetapkan adalah sebagai berikut:
	Abdullah

Achyar Eldine, SE

Drs. Ahmad Yani
Ahmadi Sukarno, Lc., Mag

DR. Ahzami Samiun Jazuli, MA
Ali Akhmadi, MA

Ir. Arlin Salim,
Drs. Bali Pranowo,
Budi Setiadi, SKH

Bukhori Yusuf , MA

Ir. Eddy Zanur, MSAE

Eman Sukirman, SE

Ferry Noor, Ssi

H. Abdul Jabbar Madjid MA

H. M Ridwan

H. M. Nasir Zein, MA

Harjani Hefni, Lc

Drs. Haryo Setyoko
Dra. Herawati Noor
Herlini Amran, MA

Imron Zabidi, Mphil

Kaliman Iman Sasmitha

M. Iskan Qolba Lubis, MA

M. Martri Agoeng

Muttaqin
	Mahfudz Abdurrahman

DR. Martarizal
DR.Mohammad Idris Abdus Somad, MA

Muhammad Aniq S, Lc.

Drs. Muhammad Budi Setiawan
Muslim Abdullah, MA

Drs. Musoli, MSc
Musyafa Ahmad Rahim, Lc

Nizamuddin Hasan, Lc

P. Edy Kuncoro, SE. Ak

Ir. Ruly Tisnayuliansyah,
Rusdi Muchtar

Sarah Handayani, SKM

Susanto

Ir. Suswono

Ir. Syamsu Hilal

Umar Salim Basalamah, SIP

Drs. Usman Effendi,
Dra. Wahidah R Bulan,
Dra. Wirianingsih,

Yon Mahmudi, MA
Ir. Yusuf Dardiri,
Zaenal Arifin

Zufar Bawazier, Lc

DR. Zulkiflimansyah


Sejak pertama kali di deklarasikan, PKS berazaskan Islam. Sebagai mata rantai dari gerakan dakwah Rasulullah SAW, PKS berusaha untuk menerapkan syari’at Islam dalam tatanan kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, bermasyarakat dan bernegara.

B. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
PKS adalah salah satu partai Islam modern yang sangat mampu bersaing dengan partai lainnya. Sebab PKS mempunyai struktur organisasi yang jelas. Hal ini dapat dilihat Anggaran Dasar (AD)
 dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
 partai yang dinyatakan secara tegas tentang struktur organisasi PKS. Adapun struktur organisasi PKS adalah Sebagai Berikut. 

1. Struktur Organisasi Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Adapun struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat pusat adalah sebagai berikut:

· Majelis Syura

Majelis Syura adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga Ahlul Halli wal-Aqdi PKS. 
· Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah lembaga tinggi partai yang berfungsi sebagai badan pekerja Majelis Syura
· Majelis Pertimbangan Pusat
Majelis Pertimbangan Partai merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan sama sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat.
· Dewan Pengurus Pusat
Dewan Pengurus Pusat merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari’ah Pusat.
· Dewan Syari’ah Pusat
Dewan Syari'ah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat. 
2. Struktur Organisasi Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Struktur organisasi PKS tingkat wilayah didirikan pada tingkat provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi. Besarnya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Struktur Organisasi tingkat wilayah terdiri dari
· Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah Wilayah, Hasil Musyawarah Kerja Wilayah serta tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syari’ah Wilayah.
· Majelis Pertimbangan Wilayah

Majelis Pertimbangan Wilayah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Syari’ah Wilayah. 

· Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pimpinan Wilayah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syari’ah Wilayah 
· Dewan Syari’ah Wilayah 

Dewan Syari'ah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pimpinan Wilayah 
3. Struktur Organisasi Tingkat Daerah  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Struktur organisasi PKS tingkat daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan dikabupaten/kota Besarnya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Struktur Organisasi tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
· Majelis Pertimbangan Daerah

Majelis Pertimbangan Daerah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah. 
· Dewan Pimpinan Daerah

Dewan Pimpinan Daerah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah 

· Dewan Syari’ah Daerah

Dewan Syari'ah Daerah merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah
4. Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan/ Cabang  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Struktur Partai di tingkat Kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang dengan struktur kepengurusan diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Struktur Organisasi Tingkat Kelurahan/ Ranting  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Struktur Partai di tingkat kelurahan/desa adalah Dewan Pengurus Ranting  dengan struktur kepengurusan diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan atau ranting mengalami pengerucutan dalam bentuk struktur organisasi.
 Sedangkan untuk wilayah, daerah, cabang dan ranting tidak memiliki majelis syura dan dewan syari’ah. Khusus untuk dewan syariah mempunyai tiga tingkatan, yaitu dewan syari’ah pusat, dewan syari’ah wilayah dan dewan syari’ah daerah. Sedangkan pada tingkat daerah, cabang dan ranting tidak memiliki dewan syari’ah. Dengan kata lain semua kasus yang berkaitan dengan syari’ah yang berada pada tingkat ranting dan cabang, diselesaikan oleh dewan syari’ah daerah.
C. Visi, Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Beserta Penjelasannya
Sebuah partai pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, tujuan tersebut dituangkan dalam visi dan misi partai. Adapun visi dan misi PKS adalah “Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat”
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka, demokratis dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PKS sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PKS. Masyarakat Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam dari kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.
Sebagai basis lain berdirinya masyarakat madani, Rasulullah telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bisa disebut sebagai “Manifesto berdirinya masyarakat madani” yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya; ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang aman dan damai; mengokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturrahim; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah SWT. Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil menggelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998).
Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif dengan beragam realita yang sudah ada di Nusantara, baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya, dengan semangat agama dakwahnya yang Rahmatan Lil Alamiin, jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di seluruh Nusantara bahkan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya beragam kerajaan-kerajaan Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini.
Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari Syumuliyyat al-Islam dan risalahnya yang Rahmatan Lil Alamin. Karenya agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.
Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan Syura, serta Amar Ma’ruf  Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal shaleh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga, agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas kontrol, maupun legislasi dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan syari’ah atau negara sekuler yang menolak syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis, agar dapat hadirlah masyarakat madani yang dicitakan itu.
Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan absurd bahkan ahistorik, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam UUD NRI 1945. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era reformasi dan lain-lain.
Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan syari’ah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan masyarakat madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotong royong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk ber-silaturrahim dan ber-ta’awun untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks ke-Indonesiaan kontemporer dengan segala peluang dan tantangannya. Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan alternatif solusi yang lebih baik dan sikap adil dan bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda latar organisasi politik dengan PKS, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadirlah hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era reformasi.
PKS sebagai partai dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PKS dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah SWT berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.
 Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith).

Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Keadilan adalah nilai yang bersifat intrinsik, baik dalam struktur ataupun perilaku manusia. Tuhan Yang Maha kuasa menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang. Semenetara itu, Islam ditegaskan sebagai agama fitrah kemanusiaan. Situasi-situasi psikis dan sosiologis manusia, sesuai dengan fitrahnya, memerlukan nilai-nilai keadilan. Sebab, dengan tegaknya keadilan di tengah-tengah situasi kemanusiaannya, setiap individu dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Selain itu, keadilan menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang mereka anut.
Wujud konkret nilai-nilai keadilan pada dalam aspek kemanusiaan adalah sikap "pertengahan" yang telah menjadi salah satu kekhususan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem. Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Itulah pangkal kesejahteraan dalam maknanya yang sejati. Kesejahteraan paripurna akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Itu sebabnya keseimbangan yang sempurna di antara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan, sesuai dengan makna asasi keadilan ('adalah) yang berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (i`tidal). Oleh sebab itu, para ulama menegaskan nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna.
Posisi keadilan dalam kehidupan manusia dan alam semesta amat fundamental. Sebuah hadits Nabi Saw menyebutkan: “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu kelak di sisi Allah Swt berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaitu, mereka yang bertindak adil dalam pemerintahan, terhadap keluarga, dan terhadap bawahan mereka.” Konsekuensinya, setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Kezaliman itu kegelapan, sedangkan keadilan itu cahaya. Maka, kewajiban menegakkan keadilan dan menumbangkan segala bentuk kezaliman, penindasan, sikap berlebih-lebihan, merugikan orang lain, kebencian, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan harus menjadi bagian dari ideologi Islam. Semangat ini harus mewarnai setiap aksi dan menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Manusia, baik secara individual maupun kolektif, bertanggungjawab menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan.
Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Firman Allah Swt menegaskan dalam surat al-Nahl ayat 112 yaitu:
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“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.”

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia.
Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran kapital (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencitakan kesejahteraan untuk semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral (moral hazard) akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) yang menjamin kesetaraan sosial (social equity), kelestarian lingkungan (environmental prudence), dan efisiensi ekonomi (economic efficiency). Semua itu tidak lain merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia (Our Common Future, World Comittee for Environment and Development, United Nation, 1987).
Ekonomi yang maju ialah kondisi yang dibangun di atas kesadaran adanya misi peradaban untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keterpeliharaan moralitas manusia, baik secara individual maupun kolektif, keseimbangan kemajuan ekonomi, kemandirian, kesatuan ekonomi nasional, dan kelestarian alam semesta menjadi patokan utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, di tengah dinamika meraih kemajuan ekonomi, maka penyimpangan etika, perilaku eksploitatif, konsumtivisme, dan hedonistik-materialistik harus dapat diminimalisasi. Karena, pembangunan ditujukan bukan untuk kemajuan materi saja, melainkan juga demi tetap terpeliharanya sifat asasi dan martabat seluruh manusia. Pada titik itu, kemajuan ekonomi harus benarbenar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa, bahkan umat manusia, secara adil.
Atas dasar itu perlu ditegakkan prinsip penyatuan moralitas dan etik dalam seluruh aktivitas ekonomi guna meminimalisasi, bahkan menghilangkan, berbagai bentuk kezaliman. Memprioritaskan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama harus dilakukan di atas keuntungan pribadi dan kelompok, guna menjamin hak-hak ekonomi semua pihak dan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Pengutamaan ini harus menjadi kebijakan yang dipatuhi bersama.
 Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujud dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.
 Untuk itu semua warga negara dapat mengambil peran dalam membangun negara sehingga menjadi masyarakat madani berdaya dan berkeadilan, masyarakat yang tidak mudah dipatronisasi oleh kekuatan manapun. Sebab, kehidupan sosial manusia di muka bumi akan lebih tertata dengan sistem sosial yang berkeadilan walau masih disertai suatu perbuatan dosa, daripada dengan sistem tirani yang zalim. Kewajiban individu untuk menegakkan keadilan harus dipandang sebagai prosedur regulatif bagi tindakan sosial dan etik, sehingga akhirnya menghasilkan keadilan sosial yang efek kebaikannya akan dirasakan bersama.
Substansi keadilan sosial ialah terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi pihak yang dinafikan kebutuhan dasarnya. Setiap individu mendapat hak-hak sosialnya secara penuh dan utuh, memperoleh jaminan sosial secara proporsional, serta manfaat dari sumber-sumber daya alam dan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Dalam waktu yang sama ia harus melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawab sosialnya dalam rangka merealisasikan keadilan menyeluruh dalam kehidupan. Hak-hak ini merangkumi semua hak-hak individual dan sosial manusia Indonesia yang bermartabat.
Tegaknya keadilan sosial akan mewujudkan masyarakat yang egaliter dan menghargai orang berdasarkan keutamaan dan prestasinya, bukan pada etnisitas, entitas, keturunan, dan faktor bawaan lainnya. Oleh sebab pluralitas kebudayaan merupakan realitas yang melekat dalam sebuah bangsa, masyarakat, atau komunitas, maka perlu kearifan dalam memandang dan menyikapnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada setiap komunitas atau bangsa dengan cara menghargai kebudayaannya.
Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, maka secara budaya dan agama, Islam dapat tampil memberikan model masyarakat yang bisa mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan pluralitas budaya lokal dan sekaligus aspirasi kemodernan dalam sebuah rumah besar bernama Indonesia. Hal itu mensyaratkan pandangan keagamaan yang lebih menekankan aspek substansial yang universal daripada simbolik, dan tumbuhnya sikap saling menghargai serta kearifan di kalangan masyarakat. Dalam kerangka itulah kita memandang dan menyikapi pluralitas kebudayaan hingga pada akhirnya dapat memperkaya kebudayaan nasional menjadi satu sistem yang indah, efektif, dan saling bersinergi. Pluralitas sebagai karunia Tuhan, baik itu terkait dengan ras, budaya maupun profesi, seharusnya dilihat sebagai suatu kekayaan yang patut dikelola dengan penuh keadilan bagi bangsa yang bermartabat.
Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus, kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni perlindungan atas: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Itulah masyarakat Indonesia yang relijius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang dapat berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya khas takwa. Indonesia yang kita citakan adalah masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, lakilaki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.
Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif-konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.
Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

Sedangkan misi yang diemban oleh Partai PKS adalah:

1.   Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.
   2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan dayasaing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

  3.  Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

PKS meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PKS memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.
Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah aktor pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi.
Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis. Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif. Berbagai upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis.
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Gambar 5-1. Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,sejahtera dan bermartabat menjadi fasilitator dan dinamisator melaluiberbagai regulasi strategis.
 

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PKS bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PKS, maka disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PKS sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PKS. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PKS ini dengan peran sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain.
Sedangkan khusus untuk wilayah provinsi sumatera barat visi PKS adalah “Menjadi partai dakwah yang kokoh dan transformatif untuk melayani sumbar yang madani”. 

Untuk misi PKS di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader agar mampu merealisasikan tujuan-tujuan dakwah dan mampu mengelolanya. (Capacity Building) 
2. Mengokohkan struktur partai untuk menghantarkan kader dan institusi dakwah pada peran optimalnya dalam merealisasikan tujuan-tujuan dakwah. (Institutional Building) 
3. Meningkatkan komunikasi dan memperluas jaringan Dakwah ke seluruh lapisan, golongan dan kelompok masyarakat. (Social Building) 
4. Meningkatkan daya saing partai dalam rangka mengokohkan peran dan posisi dakwah pada peta politik Sumatera Barat dan Nasional. (Political Building)
5. Mengelola dan memobilisasi sumber daya bangsa secara optimal untuk kemajuan ummat, bangsa dan negara.  (Nation Building).

D. Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sebagai dari rasa tanggung jawab Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam perbaikan kehidupan bangsa dan negara dan sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, maka disusunlah platform kebijakan pembangunan PKS sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader sekaligus komitmen politik PKS.

1. Bidang Politik
Pertama, berkaitan dengan bentuk negara, sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, PKS bahu membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah SWT.
Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara bangsa yang bebas beragama berdasarkan sekulerisme, yang memisahkan agama dan negara secara murni adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia. Pemikiran itu tidak relevan karena Indonesia adalah Negara yang mengakui tauhid, ketuhanan yang maha esa, yang penduduknya sangat religius, bangsa dan negeri mayoritas Muslim. Indonesia adalah NKRI yang berketuhanan yang maha esa. 
 Kedua, berkaitan dengan dinamika politik nasional, PKS mendorong agar Indonesia baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi kondisi pematangan dari masa transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial. Dengan demikian muncul stabilitas politik yang diakibatkan oleh kedewasaan elit politik dalam berkonstribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta pendidikan politik masyarakat yang memadai. Stabilitas politik adalah persyaratan bagi pembangunan ekonomi dan munculnya kepercayaan berinvestasi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk memberikan ruang publik yang lebar bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan ekspresi diri serta tegaknya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan pembangunan ekonomi dan membuka jalan untuk tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan stabilitas juga merupakan salah satu syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam upaya untuk membangun stabilitas politik bangsa, berbagai persoalan yang dapat memicu stabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik dan etnonasionalisme perlu ditangani secara persuasive, bijaksana dengan sikap tegas dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio cultural secara terperinci.

Ketiga, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik dimasa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai poltik, namun tetap dengan format system presidensial. Sejarah perpolitikan tanah air sejak era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dimasa orde lama, serta demokrasi presidensial dimasa orde baru sampai hari ini dimasa reformasi dengan praktek demokrasi parlemen multi partai memperlihatkan gerakan bandul sejarah dari sistem liberal, otoriter liberal menuju sistem demokrasi yang lebih substansial  dan stabil. Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, bercermin dari pengalaman sejarah nasional, PKS berkeyakinan bahwa sistem multi partai tampak sederhana tapi mungkin untuk dikembangkan. Untuk itu penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan batas ambang adalah langkah yang rasional dan objektif.

Indonesia yang bersifat multi etnik dan agama dan masyarakatnya berekspresi dalam berbagai ormas dan orpol, tetap dan dapat direkat dalam sistem politik nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang muncul untuk menyuarakan keadilan. Dimasa depan perlu di kembangkan model demokrasi yang lebih sehat, mampu menjaring calon wakil rakyat yang berkualitas melalui sitem yang lebih sederhana dan murah.

Keempat, berkaitan dengan sitem ketatanegaraan, dengan wilayah yang luas dari sabang sampai merauke, dengan beragam etnik, budaya  dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali Indonesia begitu luas. Di sisi lain pasca krisis ekonomi, tatanan sosial, politik dan ekonomi yang mesih transisional menuntut pemantapan dan redefinisi peran negara secara lebih tagas. Sementara globalisasi dalam kondisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi kita, apalagi semangat ketidakadilan global yang melekat di dalamnya merupakan tantangan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, karena itu tidak ada pilihan lain bagi Indonesia bahwa sistem ketatanegaraan haruslah stabil, mantap namun dinamis. PKS berkeyakinan bahwa pemerintahan mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Bersama secara bertahap dengan tumbuhnya kekuasaan Negara   dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, proteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta program-program anti kemiskinan  dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi yang menjadi kewajiban  negara untuk menegakkanya.

Kelima, berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertical serta otonomi daerah, maka PKS berkeyakinan bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinanaan SDM dan peningkatan kapasitas. PKS memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namum tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dan lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PKS menentang dengan keras segala praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan virus korupsi, kolusi dan nepotisme kepada oknum-oknum daerah yang menyengsarakan nasib rakyat. Karena itu, tranparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dan dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting.

Keenam, berkaitan dengan birokrasi, PKS berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi negara dan terkelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli dan provisional merupakan cerminan akan tubuh bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pada Negara. Tata pemerintahan yang baik kami yakini menjadi peryarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang bersih, peduli dan professional harus menyatu dalam tubuh pengelolaan birokrasi yang tata pemerintahan yang berwawasan kedepan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif serta mendorong partisipasi publik.

Ketujuh, PKS berkeyakinan bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari pelaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab penegak hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik dikepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi penegak hukum tersebut. Untuk itu bukti dan contoh dari kader PKS dilapangan legislative dan eksekutif adalah bentuk kongkrit dari perjuangan ini.
2. Bidang Perekonomian
PKS meyakini bahwa pertama, kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengetasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan, mengingat penduduk miskin terutama adalah para petani dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Kurangnya perhatian dan lemahnya kebijakan pada sektor pertanian merupakan paradox, mengingat potensi dari sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan sangat besar. Untuk itu upaya pengetasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian.

Kedua, ketimpangan pendapat yang sangat tajam antar penduduk disektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan terhadap gejolak sosial. Bukan saja pemerataan yang diidamkan hal ini akan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan parsialitas pembangunan sektoral. PKS berkeyakinan bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi apabila koordinasi lintas sektoral dikelola secara baik dengan membuat keterkaitan input dan output antara sektor yang satu dengan yang lain dalam kerangka kerja integrative. Keterkaitan baik kedepan atau kebelakang dalam setiap sektor terjadi dalam sebuah harmoni yang terintegrasi akan memunculkan kekuatan sinergi pembangunan dan menghasilkan pemerataan pendapatan.

Ketiga, tekanan global dan rendahnya daya saing produk industri nasional tidak akan dapat diselesaikan sebelum kita menyadari bahwa hakikat persaingan di era global ini syarat dengan informasi yang asimetrik. Berbagai upaya harus ditujukan untuk meningkatkan para pelaku industri dalam mengelola informasi, bukan hanya informasi yang berkaitan dengan produksi tetapi juga perilaku pasar di tingkat global. PKS berkeyakinan bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui penelitian dan pengembangan adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industry nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi turut menentukan buruknya iklim invesatasi nasional. Reformasi birokrasi dalam rangka pemberantasan korupsi merupakan agenda pertama diluar kebijakan ekonomi yang harus dituntaskan untuk melihat praktek perburuan rentenir yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi pembiyaan tinggi.

Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasarmodal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesunggunya di lapangan. Padahal semestinya sector keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industry barang dan jasa. Untuk mencegah persoalan ini,  PKS meyakini bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tidakan spekulatif di sector keuangan dan menciptakan system untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastrukur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakkan sektor riil.

Kelima, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
 yang berlebihan selama ini telah menuai bencana bagi rakyat. Karenanya PKS meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konsevasi terus perlu dilakukan. Upaya untuk mereduksi kerusakan alam hanya bisa di realisir apabila kita bisa meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menguasai IPTEK, sehingga mampu melaksanakan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan menimalisir penggunaan input SDA. Proses teknologi yang besih dan hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industry.

Keenam, PKS memandang bahwa program refermasi ekonomi harus dilandasi dengan semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. PKS berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah untuk kepentingan kelompok tetentu dan ketamakan pemburu rentenir ekonomi. PKS berpendapat bahwa stabilitas makroekonomi adalah kondisi penting untuk prekonomian, namun tidak mencukupi untuk diarahkan untuk mendorong dinamika sector riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan bergeraknya sector riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PKS memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteran rakyat.

Berdasarkan masalah ekonomi nasional yang telah ada maka PKS menetapkan platform perekonomian di atas landasan filosofis ekonomi egaliter dengan peran eksitensial untuk 1) mengetaskan kemiskinan, 2) mengurangi pengangguran, 3) meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Guna mencapai misi itu ditetapkan strategi berupa 1) pemerataan pendapatan, 2) pertumbuhan bernilai tambah tinggi, 3) pembangunan berkesinambungan. Selanjutnya strategi ini dilanjutkan pada langkah utama dan langkah pendukung. Langkah utama 1) melipat gandakan pendapatan petani dan nelayan, 2) meningkatkan daya saing teknologi, 3) membangun sector yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources dan knowledge.

PKS memandang bahwa pengetasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan adalah masalah utama yang harus diprioitaskan dalam membangun ekonomi bangsa. Masalah pengetasan kemiskinan sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu sektor ini menjadi prioritas utama. Pertama, yaitu melipatgandakan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Langkah ini dilaksanakan melalui program utama modernisasi sektor pertanian kehutanan dan kelautan serta relokasi hingga separoh penduduk tani kesektor industri dan jasa berbasis agro melalui pemberdayaan melalui wirausaha dan program outsourcing bottom of  pyramid.

Kedua, untuk mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi nasioanal dengan titik berat kepada koordinasi lintas sector lintas wilayah dengan sasaan dengan meningkatkan efek pengganda sektor/wilayah dengan sasaran untuk meningkatakan efek pengganda sektor/ wilayah yang kaya sumber daya alam terhadapa sektor/ wilayah lain melalui upaya untuk meningkatkan nilai tambah proses ekonomi di dalam negeri dengan mengandalkan SDM yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan teknologi yang memadai. Dengan koordinasi lintas sektoral dan wilayah yang baik diharapkan bisa tercapai pemerataan dan pertumbuhan secara bersamaan. Skema insentif. Disinsentif diterapkan untuk merubah arus utama barang dan jasa nasional yang terlalu tergantung pada luar menuju pada rantai pemasok yang kuat di dalam negeri dengan mengoptimalkan pemasok komponen dan litbang/ universitas dalam negeri untuk mencapai tingkat kemandirian bangsa. Insentif utama diberikan untuk mendorong terbangunnya industry pemasok komponen dalam negeri yang kuat dan peran lembaga litbang/ universitas sebagai pemasok teknologi dalam negeri yang optimal. Disinsentif terutama diterapkan pada impor barang jadi dan barang setengah jadi yang dibiyai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
 dan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 

Ketiga, membangun sector-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang belum sepenuhnya digali, serta pasar dalam negeri yang sangat besar, subsektor keluatan, peternakan, perkebunan dan perhutanan dalah sektor-sektor yang mempunyai potensi yang sanagt besar bagi bangsa Indonesia untuk digali dan ditambah daya saing tinggi. Di samping itu antara penduduk Indonesia yang sedemikian besar terdapat SDM yang berkualitas sangat tinggidengan tingkat penguasaan dan teknologi yang tinggi dan mampu bersaing dibidang-bidang yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam kategori ini adalah sector bioenergi, bioteknologi, telematika, peralatan dan kedokteran  dan instrementasi. Diharapkan bidang-bidang ini akan dapat mengangkat martabat bangsa dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kunci keberhasilan dari tiga langkah tersebut di atas terletak pada pola kebijakan pemerintah yang menjamin terjadinya koordinasi lintas sector dan pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang merupakan motor utama daya saing ekonomi nasional.   
3. Bidang Sosial Budaya
Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendapatan multidimensional dan multijalur. Tidak hanya cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi atau didekati melalui aspek politik dan keamanan belaka. Proses pembangunan dalam wujud apapun harus berpusat pada manusia dan masyarakat sebagai subyek utama. Karena misi yang diemban PKS dalam bidang sosial budaya adalah “membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa”. Dalam bahasa yang lebih gamblang dapat diterjemahkan sebagai “menghapus kebodohan, kekerasan, serta keterbelakangan sebagai musuh sosial seluruh bangsa”.

Demi dengan mendekatkan realitas dengan visi yang dicitakan itu maka langkah utam PKS adalah:

Pertama, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan, kendaraan, simpanan /tabungan. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok warga warga sering terbongkar adanya mafia dan spekulan barang yang mengontrol harga di pasar. PKS menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapai dan melawan jaringan spekulan yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demo memenuhi keserakahan segelintir orang atau kelompok spekulan.

Kedua, mningkatkan partisipasi pendidikan yang bermutu. PKS mencangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing bahkan diupayakan gratis untuk aktifitas kewajiban belajar untuk masa 9-12 tahun, hingga tingkat sekolah menegah atas. Penetapan anggaran anggaran 20% dari anggaran negara sesuai ketetuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar penigkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja. 

Ketiga, terwujudnya status kesehatan paripurna bagi semua, sehingga dapat membangun bangsa dan negara dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kesehatan paripurna dengan visi sehat badan, mental spiritual dan sosial yang dimulai dengan sehat individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian dengan kesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi. Sehingga atas dasar itu maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan bersama seluruh elemen bangsa menuju derajat kesehatan yang lebih baik. Secara umum pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada upaya meimplementasikan sistem kesehatan nasional dengan mengembangkan sistem pendukungnya secara berkualitas anatara lain: peningkatan kuota anggaran kesehatan, perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan professional yang berkhlakul karimah, perbaikan sistem manajemen kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta kefermasian kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses bagi masyarakat peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebijakan serta kebijakan kesehatan yang berkeadilan.

E. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Umum 
(PEMILU) 2004-2009
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2004

Pada PEMILU tahun 2004 PK yang telah bertranformasi menjadi PKS kembali mengikuti PEMILU setelah melalui masa proses yang cukup panjang. Dengan berbagai slogan-slogan kampanye yang mengusung tentang partai baru yang bersih dari KKN, yang berisikan orang-orang yang kuat ilmu dalam agama dan beribadah, mereka bergerak di lingkungan mesjid-mesjid dan kampus-kampus, karena pada umumnya para kader PKS memang sebagian besar adalah aktifis-aktifis dakwah di kampus-kampus dan tokoh-tokoh yang sering mengisi pengajian rutin pada berbagai majelis ta'lim dan kelompok-kelompok pengajian masyarakat. Dengan semangat para kader dan diiringi dengan usaha yang sangat keras, PKS yang telah menjadi partai baru dapat mengungguli partai-partai lain dengan perolehan suara pada PEMILU 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR.

Berikut nama-nama anggota legislatif PKS di DPR Republik Indonesia (RI):
	Muhammad Nasir Jamil, Sag

Andi Slahuddin, SE

Drs. Muhammad Idris Lutfi, MSc

Ansory Siregar

Dr. Irwan Prayitno

Refrizal

Drs, Chairul Anwar, Apt

Ir. Ami Taher

Mustafa Kamal, SS

Drs. Almuzammil Yusuf

KH. Ir. Abdul Hakim, MM

Muhammad Anis Matta, Lc

Nursanita Nasution, SE., ME

Rama Pratama SE, Ak

Dr. Hidayat Nurwahid, MA

Dra. Hj. Aan Rohanah, Mag

H. Tahmat Abdullah

Makmur Hasanuddin

Drs. H. Djalaluddin Asy-Syatibi

Ir. H. Untung Wahono

KH. Yusuf Supendi Lc

Hj. Yoyoh Yusroh 
DH. Al Yusni
	H. A. Najiyullah, Lc

R. Bagus Surya Majana, S.Psi

Drs. Mahfud Siddiq, Msi

Wahyudin Munawir

H. Umung Anwar Sanusi, Lc

H. Hilman Rosyad Syihab

Zuber Safawi, SHI

Mutammimul Ula, SH

Ir. H. Suswono

Agus Purnomo, Sip

Suripto, SH

Luthfi Hasan Ishaq

Abdhi Sumaithi

Zulkiflimansya, SE., MSc

Jazuli Juwaini, Lc

Fahri Hamzah, Sh

Aboe Bakar

H. Ahmad Chudori

Tamsil Linrung

H. M. Seniman Latif, SE

H. Abdul Aziz Arbi

H. Abdul Gani Kusuba




Dari seluruh anggota legislatif PKS di DPR, yang berlatar belakang formal dari fakultas syari’ah sebanyak 19 orang dan sebelas orang diantaranya tamatan dari Timur Tengah. Sedangkan alumni dari fakultas yang non syari’ah di dominasi oleh alumnus UI yang berjumlah sebanyak 11 orang. Sedangkan rata-rata umur dari anggota yang terpilih ini adalah berumur 30-40 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggota yang terpilih masih muda dan diharapkan dapat membangun Indonesia ke dapan.
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2009

Pada PEMILU 2004, PKS karena menekankan citra yang bersih dan peduli dimana saat itu isu ini masih merupakan barang mewah bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang benci dan frustasi dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
 menemukan harapan dan kerinduannya pada PKS  yang dalam gerak langkahnya mampu menunjukkan dirinya sebagai partai yang bersih dari isu KKN tersebut. 

PKS  juga mampu menunjukkan dirinya sebagai partai yang peduli terhadap sesama, terlihat dari tanggapan PKS terhadap bencana demi bencana yang menimpa negeri ini. Isu bersih dan peduli telah membuat PKS  diterima semua kalangan. Karena isu bersih dan peduli saat itu, publik lebih melihat partai ini sebagai partai Islam yang terbuka. Pada PEMILU  2004, PKS  memang tak menonjolkan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan Islam karena disadari hanya akan membuat resistensi dari pemilih Indonesia yang pluralisme ini.

Pada PEMILU 2009, PKS  kelihatan terlalu percaya diri dengan perolehan suara pada PEMILU 2004 dan kemenangan para kader atau kandidat yang didukung partai ini dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
 di berbagai daerah. Memang partai ini masih menonjolkan citranya sebagai partai bersih dan peduli, bahkan mencitrakan dirinya sebagai musuh para koruptor. 
Pada 9 Juli 2008 PKS  memperoleh nomor urut 8 dalam PEMILU 2009 melalui pengundian nomor urut partai yang diadakan secara resmi oleh KPUHYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera" \l "cite_note-3".
 PKS mendapat 57 kursi (10%) di DPR hasil pada PEMILU  Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu-satunya partai selain Demokrat  yang mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara.

Adapun kader PKS yang duduk di DPR pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:
	Akbar Zulfakar S.T
H. Muhammad Nasir Jamil Sag

H. Raihan Iskandar Lc

Drs. Muhammad Idris Lutfi MSc

Iskan Qulba Lubis MA

Ansory Siregar

Hermanto SE. MM

Drs. Chairul Anwar ApT

Hj. Herlini Amran MA

Mustafa Kamal SS

K.H. Bukhori Lc. MA

Drs. Al Muzammil Yusuf

K.H. Ir. Abdul Hakim MM

Ahmad Zainuddin, LC
DR. Mohamad Sohibul Iman
Drs. H.adang daradjatun
Achmad rilyadi, SE.
Dr. Zulkieflimansyah, SE., MSc.
H. Jazuli Juwaini, Lc. MA
dra. Hj .Yoyoh Yusroh
Ir. Arif Minardi
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, SSi, MPSi.
H. Ma'mur Hasanuddin, MA
H. Ecky Awal Mucharam, SE
Ir. H. Yudi Widiana Adia, M.Si
H. Tb. Soenmandjaja, SD
Mahfudz Abdurrahman H.Yan

Herizal, SE

	Drs. Mahfudz Siddiq, Msi.
Nurhasan Zaidi, S.Sos.I
KH. Dr. Surahman Hidayat, MA
Kemal Azis Stamboel
H. Zuber Safawi, S.HI.
H.M. Gamari
Drs. M. Martri Agoeng
Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA
Ir. H. Sugihono Karyosuwondojawa
Tossy Aryanto, SE. MM.
Rohmani, S.Pd.
Agoes Poernomo,
Ir. H. Sigit Sosiantomo
H. Mukhamad Misbakhun
Luthfi Hasan Ishaaq
H. ROFI' MUNAWAR,
Ir. Memed Sosiawan
Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati
Ir Abdul Azis Suseno
Rahman Amin
Aboe Bakar
Hb. ir. Nabiel al musawa, M.
Aus Hidayat
Fahri Hamzah
H.M. Anis Matta
Tamsil Linrung, S.

Andi Rahmat

Drs. Arifinto



Sejalan dengan itu PKS tampil sebagai partai yang paling banyak dibicarakan publik. Dengan membawa citra partai dakwah, partai ini kemudian dianggap sebagai entitas kekuatan baru yang mewarnai perpolitikan negeri ini. Masyarakat pun mulai menggantungkan harapannya ke pundak PKS untuk mengusung perubahan yang selama ini tidak pernah tercapai.

� Yon Mahmudi, Partai Keadilan Sejahera,: Wajah Baru Politik Islam Indonesia,(Bandung, Harakatuna, 2005), hlm. 69. 


� Nama Lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad bin Hamid ar-Raniri al-Qurasyi Asy-Syafi’I adalah ulama terkemuka, yang menjadi mufti di Aceh dari 1637-1644 (1047-1045 H). Ia keturunan Arab kelahiran kota pelabuhan Ranir (Rander), Gujarat, India tapi tidak diketahui tahun kelahirannya. Ia meninggal pada tahun 1658 (1069 H) di kampung kelahirannya. Lihat dalam Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 745


� Abdur-Rauf al-Singkili hidup pada abad 17, diperkirakan lahir sekitar tahun 1616 (1035 H) di Singkil yang terletak di ujung paling selatan Aceh. Merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu Al-Quran, Hadits, fiqh dan tasawuf. Ibid., 33


� Abdus-Samad al-Palimbani adalah seorang ulama besar Indonesia yang hidup pada abad 18. Ia lahir diperkirakan pada tahun 1704 (1116 H) di Palembang. Ibid., hlm. 35


� Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.26-27


� Institut Teknologi Bandung selanjutnya disingkat dengan ITB


� Institut Pertanian Bogor selanjutnya disingkat  dengan IPB


� Abdul Aziz, Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989) hlm. 211-215  


� Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Timur Tengah ke Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 83-84


� Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Sejahtera: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 72-73


� Ibid,. hlm. 97 


�  Universitas Indonesia selanjutnya disingkat  dengan UI


�  Universitas Gadjah Mada selanjutnya disingkat  dengan UGM


�  Institut Pertanian Bogor Selanjutnya disingkat dengan IPB


� Arjoni, Corak Pemikiran Politik Partai Keadilan Sejahtera, Tesis Megister Agama dalam Ilmu Agama Islam, (Padang: IAIN IB Padang, 2007), hlm. 27 (tidak diterbitkan). 


� Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus selanjutnya disingkat  dengan FSLDK


� Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  selanjutnya disingkat  dengan KAMMI


� Imdadun Rahmat, Op. Cit., hlm. 120 


� Dahyul Daipon, Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syaria’h Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tesis Dalam Ilmu Agama Islam (Padang, IAIN IB Padang, 2005), 93-94 (tidak diterbitkan).


� Dalam deklarasi tersebut, Hidayat Nur Wahid sebagai ketua pendiri membcakan pernyataan, yang dikenal dengan piagam deklarasi. Isi piagam deklarasi tersebuta adalah “ Partai Keadilan (PK) didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktifisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis. Sebuah survei yang melingkupi cakupan luas dari para aktivis dakwah, terutama yang tersebar di mesjid-mesjid kampus di Indonesia dilakukan beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang berkembang di Indonesia. Survei ini menujukkan bahwa sebagian besar mereka menyatakan bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk meneguhkan aktivis dakwah dalam bentuk kepartaian dalam konteks formalitas politik yang adam sekarang. Survei ini mencerminkan tumbuhnya kesamaan sikap dikalangan sebagian besar aktivis dakwah yang dapt menjadi sebuah pola dinamis bagi pengendalian partai dikemudian hari. Terbukti setelah tekad mendirikan sebuah partai diputuskan maka kesatuan sikap secara menyuluruh menjadi kenyataan. Lihat dalam Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan SejahteraIdeologi dan Praksis Partai Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 154 


� Ibid., hlm. 151-153 


� Pemilihan Umum Selanjutnya disingkat dengan PEMILU 


� Imdadun Rahmat., Op. Cit., 120. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat dengan DPR


� Dahyul Daipon, Op. Cit., hlm.  


� Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I selanjutnya disingkat dengan DPRD Tingkat I 


� Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II selanjutnya disingkat dengan DPRD Tingkat II


� Undang-Undang No 3 Tahun 1999  tentang Partai Politik. 


� Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selanjutnya disingkat dengan PDIP


� Partai Golongan Karya selanjutnya disingkat dengan GOLKAR


� Partai Persatuan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan PPP


� Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disingkat dengan PKB


� Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat dengan PAN


� Partai Bulan Bintang selanjutnya disingkat dengan PBB


� Adapun piagam deklarasinya adalah sebagai berikut: Bismilllahirrahmaanirrahiim, Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.


Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.


Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.


Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin. 


� Tate Qamaruddin, Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari’at Islam, (Jakarta: Pustaka Tabiyatuna, 2003), hlm. 33


� Anggaran Dasar selanjutnya disingkat dengan AD


� Anggaran Rumah Tangga selanjutnya dengan ART 


� lebih lenkap dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam buku Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: Majlis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008), hlm. 589-643


� Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Barat periode 2010-2015 Ustaz Muhamamad Yasin Lc tanggal 13 Agustus 2011. 


� Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya di singkat dengan NKRI


� Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat dengan SDM 


� � HYPERLINK "http://www.pkssumbar.org" ��www.pkssumbar.org� 24 September 2011


� Sumber Daya Alam selanjutnya disingkat dengan SDA 


� Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disingkat dengan APBN


� Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD


� �HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera"�http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera�. Di akses tanggal 27 Juli 2007  


� �HYPERLINK "http://www.dpr.go.id/id/arsip/anggota%202004"�http://www.dpr.go.id/id/arsip/anggota 2004�, di akses pada tanggal 27 Juli 2011


� Korupsi Kolusi Nepotisme Selanjutnya disingkat dengan KKN 


� Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disingkat dengan PILKADA 


� Komisi Pemiihan Umum selanjutnya disingkat dengan KPU 


� �HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera"�http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera�. Di akses tanggal 27 Juli 2007   


� �HYPERLINK "http://www.dpr.go.id/id/anggota/"�http://www.dpr.go.id/id/anggota/�. Di Akses Tanggal 27 Juli 2011 






